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TENTANG

1ZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) MARGARETHA MATOTONAN
DUSUN MATEKTEK DESA MATOTONAN
KECAMATAN SIBERUT SELATAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2023
KEFALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAIL

Membsaes - Surat Permohonan lzin Operasional TAMAN KANAK-KANAK {TK}
MARGARETHA MATOTONAN Nomer : 400.3.2/018/55/TK-
MMTT/DS.MTT / 1- 2023 tangpal 20 Januari 2023.

Menimbang g, bahwa dalam rangka membenkan kepastian hukum kepada

Penyelonggara Pendidikan Anak Usia Dini dalam memberikan
layanan pendidikan Anak Usia Dini [0-6) tahun perlu
diterbitkan Iein Operasional Taman Kanak-kanal [TK);

3. bahwa penerhitan fzin Operasional Taman Kanak-kanak [TK)
sebagaimana yang dimaksud pada butir a, dipandang perha
ditetapkan dengen Keputusan Kepala Dinas Peonanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Sau Pintu  Kabupaten
Kepulauan Mentawail.

Mengingat =~ :1. Undangundang RI Nomor 49 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaien Kepulauan Mentawsai;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi scbapai  Daerah
Otonomi;

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Siabim
Pendidilan Nasional;

4, Peraturan Pemetintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan;

5, Persturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 249 Talun
2006 tentang Standar Pelaksanaan Pendidikan;

A Peraturan Pemerinteh Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintali Nomor 24 Tahun 2018 tentang
FPelavanan Perizinan Berusaha  Terinteprasi Becara
Elelitronik;

8. Peoraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Momor 58 Tahun 2009 tentong Standar Pendidikan Anak Usia
Dini;
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Menetapkan
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Paraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81

g, Tahun 2013 tentang satuan pendidikan non foorrnl,

r Menteri Pendidikan dan Hcl:uda}fu::m l‘-ia:-.puhh.]-:
e ?xfﬂrg;ueﬁg Nomor &4 Tahun 2014 tentang Fendirian Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini .
{1, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayasan Republik
indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha
Terintegrasi Scktor Pendidikan dan Kebudayaan;

12, Peraturan Bupat Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2020

i i iz Kepada
tentan ndegeclasian kewenongan bidang Perizinan |
licpﬂlagl[-;?nas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Sam Potu Kabupaten Kepulatarn Mentawsai

. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kebupaten

= mE " I_' Iziﬂ
Kenulauan Mentawai Nomor 400.3.2 / 77 /DISDIKBUD atas
{]nirusiunal Taman Kanak-kanak (TK] MARGARETHA

MATOTONAN tangpal 25 Januari 2023,

MEMUTUSKAN :

. Memberikan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK (TK)

MARGARETHA MATOTONAN.

. Pemimpin dan/atau Pemilik Penyelenggara Taman Kanak-kanalk

(TK) mempunyai kewajiban

a. dalam pelaksanaan proses belajar mengajar mengikut
kurikulum wang telah  ditetapkan oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal
Pendidiltan  Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan
Pendidikan Menengah, disesusikan dengan  kondisi
daerah dan sckolah;

b, memberikan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan melalui Bidang PAUD dan Dikmas, baik
itu laporan proses belajar mengajar, laporan pengelolaan
bantuan dari dana APBN maupun dana APBD;

¢. lembags yang menerima bantuan sampal batas walctu
ying ditentukan tidak menyampaikan laporan, maka
Dings Pendidiltan dan Kebudayaan berhak memberikan
teguran tertulis hingea merchomendasikan pencabutan
l#in Dperasional yang telah diterbitkan, hasil rekomendasi
tersebut disampaikan ke Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu sebagal dasar untuk
menerhitkan keputusan pencabutan lein Operasional
torsebul

d. lembaps yvanp tidak meiaksanakan proses pembelajaran
selama 1 (snta) minggu, lembaga alkan dibern teguran, dan
apabila berkelanjutan tidak melaksanakan proses belajar
mengajar selama 1 bulan maka lzin Operasionalnya akan
chicaliut;
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lemhaga bermnggung jawab memberiknon  IEyADAnN
pendidikan kepada anal usla dini sesual dengan Usia
jayarian anak didil;

jumlab murid minimal 12 orang setiap lembaga;

perbandingan jumlall pendidik dengan anak 1:13 ormRRg
ditambah 1 orang kepala sekolah, jila Hdak memenuhs
maka akan ditinjau ulang pembenan izin operesionainga.
dar apabiin memang Ldak memenuni svarat maka iEmn
operasional lembaga akan dicabtt.

. Hal-hal yang belum ditetaplan akan ditinjau dan diamr kembali

menurht semestinya

: Apabila terdapat kekeliruan ¥ang mungkin tegadi  dalam

penetapan ini akan ditinjau kembali menurat srtrestinya.

- Keputusan {nimulai berdaku pada 1an peal ditetapkan.

Ditetapkan di Tusdpejat
Pada tanpggal, 20 Januarl 2023

An. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAL
KEPALA DINAS

MOTISHIHT HURA, SE
NIE, 19700307 200501 1 D08

Phuppi? epulauan Mesida L perd

et DERD Kabupaten. Kepelmaart Meiteag;
Coormant, Sipsoyrny Bl
ioordinator Wikl Kecamatan Sipora Uraro:
Yoy bépsunphulon



